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ABSTRAK :

CATATAN :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, ditetapkan sebagai Retribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dasar Hukum: Pasal 18 UUD Negara Rl Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU
No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun
2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permenkeu No. 11/PMK.07/2010;
Permendagri No. 36 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Malinau No.
1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Malinau No. 5 Tahun 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum,
Ketentuan Retribusi, Ketentuan Pidana, Pemanfaatan, Ketentuan Penutup.

Pelaksanaan pemungutan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Malinau, 17
Desember 2014.



